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Nomor 64 Tahun 1999 tsntang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa. maka perlu mengatur peny~-
sunan An~gar2n Pendapatan ~an
6212.nja cesa;

b~h~a untuk rnaksud tersebut
per lu diatur dan di te tapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-unda~g No~or I~ T~ w~—
1050 tentang Pem~e~tuka~  ~2.erl~-
dasrah Kab~~aten d3lam Lyv~=-
kungan  Propinsi Jawa Ten~~n

Undang-undang Nomor 22

1999 tentangPemerintahan Daer2h
( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambal2n Lembaran Negara He:--1~-
li k r~donesia. Nomor 3939 |
Undang-unding N:., 12)r 25 T.s.hun
12799 tentang Perimbangan ~euan-

~ln ar tara Pcmerintah DJ~?t car
Pemerintah Daerah ( te~b~-2~

Negara Republik IndoQOe~:z T2.~0~
1999 Nomor 72, Tambahan ' ~mh~-an
Negara Republik Indonesia N~~cr
3848 );

Keputusan Presiden Republi~
Indonesia Nomor 44  Tahun 1997
tentang te~nis Penyusuna~ Pe,a:-
- ar, Pe rundang-undanga;i car

bentuk Rancangan Undang-un~a~g.
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Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan  Rancangan Kcputusan ~resi-
den;

5. -upu tusan ltenter i Dal am et ri
~,0~0r 63  Tahun 1999 t€fitan9
Petunjuk Pela ksanean darl  Ocnye-
sualan  Perfstilahan ~alarm  Pe~~e-
lenggaraa~ remerinta~an nesa d~n
1<El ~r~I-tal";

"interi Dalamr. Neger'i

*ahun 19"9 t.ent ano
rieslc~an [JYitJr. Pengatu:-in Mengenai
Des?

| LAN ~AKVAT (IAERAH KABLPATEN REt18ANG

<Mt [TUISKAN
0;;"RATURAN or~RAH KABUPATFEFN Pf~SAN:
TENTANC. ANGGARAN PENDAPAT(:, I'At,
8ELANJ~ 0fSs(;

BP.BI
KETENTUAN UMI'"
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yan,
dimaksud denga~

a. Dae rah adalah xabuoa ten Re;ba, ..
b. Bup2ti adalah Bupat: Reml3ng;
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Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vyang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus ke pent i ngan masyaraka t Se tem pat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat vyang diakui dalam sistem pemerinta-
han nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya dise-
but BPD adalah Badan Perw2kilan vyang terdiri
acas pemuka-pemuka masyarakat didesa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawa-
san terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Oesa;

Peraturan Desa adalah peraturan vyang ditetap-
kan oleh Kepala Desa setelah mendapat perse-
tujuan BPD;

Kekayaan Oesa adalah segala kekayaan/asct

Desa vyang berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak dan dapat menjadi sumber ©penghasilan
bagi Desa vyang bersangkutan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa vang
sela~jutnya disebut APBD adalah anggaran vyang
terdiri atas bagian penerimaan dan bagian

p3ngeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh
Kepala Desa dengan Peraturan Oesg;

Tugas Pembantuan adalah penugasaan dari
Pemerintah kepada Daerah dan Oesa dan dari
Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas
tertentu vyang disertai pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkan kepada vyang menugas-—

kan.
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BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN APBD

Pasai 2
i~ Ston) . njel2.ng  tariun angQaicn  barc  Suj-iil
r e i kar~ ~e:doman peny uauria n  APBD LS5 ad~

~c~~la ~esa da~ EP~

(0 ~~doma-~ se.bagaimana di r:3.ks uo
2>:2: ~1) ~~sala ~esa iuenyisln
AP:i~-.
BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN A~BD
Pasal 3
(1) APBD terdiri dari bagian penerimaan dan

bagian pengeluaran.
(2) Ba.;ian pengeluaran terdi ri dari oao i ar,

pen~:luar-an tutin dan bagian izsngeluara’l
oernbe ncuna n.

8~8 vV
PENE~!~AA~ D~N PENGELUARAN

Sagia Kesatu
Pene rinla.an

Pasal 4

fe) Penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujL.) 00s
dengan kode anggaran sebagai berikut:
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1.1 Pos Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun laluw

1.2 Pos Pendapatan Asli Desa;

IL.3 Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;

1~ Pos Bantuan dari Pemerintah dan Pemerin-
tah Propinsi;

.5 Pos Sumbangan dari pihak ketiga;

1.6 Pos Pinjaman Desa;

1.7 Pos Badan Usaha Milik Desa.

(2) Setiap ©pos terdiri pasal-pasal.
Pasal 5
(1) Sisa leb~h anggaran tahun lalu sebagaimana
dima¥.sud Pasal 4 ayat ) 2dalah sisa

pendapatan anggaran tahun lalu yang merupa-
kan penerimaan tahun anggaran Dberikutnya.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagairnana dimaksud
Pasal 4 ayat (1) meliputi
2.1 ~asil us2ha Desa;

2.2 H2sil kekayaan Desa;

2.3 Pungutan Desga;

24 Hasil sw2daya dan partisipasi;

2.S Hasil gotong royong;

26 nain-lain pendapat.an asli Cesa vyang sah.

(3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat
terciri dari )
a. Tanah kas Des’a;

Pasar Desa;

Bangunan Desa;

Obyek rekreasi vyang diurus oleh Desa;

Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
Hutan Desa;

-0 Q20T
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g Perairan dalam Dbatas tertentu vyang di~rus

oleh Desa termasuk irigasi dan seje~is-
nya;

h. Terapa t- tempa t pancingan  yang d~us.~akan
CLzzl Cikslcl~ Desa baik disungai ata~
tempat lain:

1. Lain-lain ~ekayaan D~sa.

(a) 8an~u~n dari Pemerintah Kabupaten sebagZima-
n~ d~aksu~ r~s3~ 3 ayat () terdlri dar:

~~y12.,, car; oeroletian pajak dan ret ri ou-
si Kabuoa-~er.;

32  ~zgi~n d2,i dana perimbangan keuansan
p~s2.t dan daerah yang diterl~a o-—~
2bupl. ten;

33 Bantuan lain vyang sah.
Pasal ©
Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan
dikelola oleh Oesa tidak  dibenarkan diamhil

alih oleh Pem~rintah dan at~u Pemerintah Daer ~

Sagian Kedua

Pengeluaran
jasal 7
() Penguluarc.n U-352 tercCiri dari bagian
pengeluaran rut in dan blgian pengeluaran
pembangunan,
(2) 8agian pengeluaran rutin sebagaimana dimak-
sud ayat (1) terdiri atas 6 ( Enam ) OC.S

kode anggaran sebagai berikut
2R.1 Belanja pegawai;
2R.2 Belanja barang;
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2R.3 Belanja pemeliharaan;
2R/4 Biaya perjalanan dinas;

2R.5 Belanja lain-lain;
2R.6  Pengeluaran tidak terduga.

Bagian pengeluaran pembangunan dimaksud ayat

(1) terdiri atas 6 ( Enam) pos dengan  kode
mata anggaran

2Pl Pembangunan sarana dan prasarana
Pemerintahan;

2P.2 Pembangunan prasarana produksi;

2P.3  Pembangunan prasarana pemasaran;

2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;

2P5 Pembangunan prasarana sosial;
2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian

pengeluaran pernbangunan terdiri atas pasal-
pasal.

BAE V
TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 8
Fengelolaan keuangan Desa dicatat dengan
tertib dalam buku administrasi keuangan
Desa menurut pedoman yang ditetapkan o~eh
Bupati.
Pengisian buku administrasi keuangan Desa

sebagaimana dimaksud ayat (~) dilaksanakan
oleh Bendaharawan Desa.
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Setiap pengeluaran keuangan Desa nar us
mcndapat persetujuan dari Kepala Dcsa,
sesual dengan pos pengeluaran vang tel ah

di tetapkan.

Dalam  pen92:0Laan keL3ngan Desa . Des~ capat
menunjuk 82nk terdekat sebagai Kas Desa .

BAB VI
Si:t~DPHAR~~<ik; ' DESA

8agian Kesa':u
oen~anghatan Bendaharawan Desa

Pasal 9
Salah se:)~~rig Kepala ur us an pada Sekr(~La--
iat Desa dapac diangkat sebagai Bendaharawan

Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Da'am ~elakbanakan ~ugasnya Bendaha—-awar
[~ >e: :itPQgung jaka o ke oeda Kepz:. Oes .

6agian  <2du2.

TL~a~ dan Fu~gsi 9erdaharawa~ Desa
Sendaharawan Desa mempunyai tugas mener-n?,
melca:.at, menyimpan, mengeluark~n. M~1~-

oorkan dan membuat surat pertanggun-;jahl2-~-.~
vang ilenjadi tugasnya.

Untuk menjalankan tugas sebagaima~a Ji~aksud
ayat ti ) Bendaria rawan Desa mernpuny a- 'fungsi
melaksanakan kegiatan pengelolaan keuan~

Desa,
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BAB VII
PEMBAHASAN ANGGARAN
Pasal Il

Kepala Desa mengajukan Rancangan APB~ kepada
BPD untuk dibahas dan disahkan,

Rancangan APBD dibahas dalam Musyawarah Desa
oleh  Kepala Desa dan BPD.

BAB VI-I
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 12

APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan
Peraturan Oesa.

Penetapan Peraturan desa dimaksud ayat (1)
dilakukan selambat-lambatnya 1 ( satu )
bulan setelah ditetapkannya Anggaran Penda-

patan dan Belanja Kabupaten.

Dalam rangka pembinaan pengendalian da~
pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peratu-
ran Desa tentang APBD yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan peru-
ndang-undangan yang lebih tinggi,

Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagai-
mana dimaksud Ayat (3) diberitahukan kepada

Kepala Desa dan BPD dengan menyebutkan
al~san-alasannya.
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Apabila Kepala Desa dan atau BPD iidak

~enerima pembatalan sebagaimana C. macs uo
~yat (3), maka dapat mengaj ukan i-:DGra tan
i9~ada Su~a:i dengan menyebu tc an ~| 1s2.1-
2.~asan;lys.

~~abila pengajuan keberatan ts~ap ti~ak
~~ierima oleh  Bupati sebagaimana  dirna~suc
b~a: (5), maka Kepal~ Desa dan BPD menyusun
~~P8J kembal 1.

BAB IX

PERUBAHAN  ANGGARAN

Pasal 13
~paDila da'am ~ahun anggaran yvang 'sedang
berijalan terjadi perubahan anooaran yang
irelah ditetapkan, maka dilakukan perubahan
.r,;garan yang di telaokan dencar reral. J2.r
2,04, dan susunan Pelatural: L2~ ter:an-
-, —~i~Cn P.P8C s.e baca i mar-a oi ma ks.ud
YL (L) e ciatur lebih

,oonutusan folpa ti

PcRH! TUNGAN ANGGAR~N

Pasal 14
Pe rhi tungan APBD di te tapkan denga i'-uran
Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bul,n

setelah berakbi rrrya tahun anggar:
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Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat
(1) dibuat menurut urutan dan nomor dari
semua bagian dan pas APBD.

iE~com-il= jJan susuian Pera turan Jesa t.entc~9
r.3:. i nli"Pa- APSD aka n oiatur ~ebir, lai: jur.
J12.icm  ~eOltusan 8upa-i.

BAB XI

PERTPNGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 1S
Sela~bat-lamtatnya 3 (tigal bulan setelah
ta~~~ anggaran berakhir Kepala Desa menyam-
paikan pertanggungjawaban keuangan
kepada BPD.
Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merup3-
kan bagian dari pertanggungjawaban dan
pelaksanaan tugasKepala Desa.

BAB XII

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBO
Pasal 16
BPO mengawasi jalan-~a APBD.

BPD dapat memanggil Kepala Oesa apabila
terdapat indikasi penyelewengan APBD.

Apabila terdapat penyelewengan APBO maka BPD
melaporkan kepada Bupati melalui Camat,
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BAB XIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANT! RUGI
Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi penyalahgunakan keua~g~n

Desa yang membawa akibat kerugian ba~i
Pc~arintan Desa dapat ~ikenakan tuntutan
pa~~~daha~aan/tuntutan ganti rugl s~suai

ocrst .rar, 02rundaftg-und2.ng2.n lang berlasu.

. Tuq~J:.2n 103, t-sndaharaan/tu, tu~c.n gant.i -ugi
se~a~~i~ana ~i~a~sud aya~ (1) ~idak menutuo
erlinguin,a,r cl iakukan tuntutan pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALTHAN

Pzsal 1E
~sngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
ss~~a ke:eOtu2~ vyang mengatur mengenai Anggaran

Cie30 di nya -c~i~2it tidak berlaku lcs.gi.
BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain ~ang belum diatur dalam Peraturan
Daerah 1ini akan diatur lebih lanjut oleh  Bupati
sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 20

ceraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ci.. u~dangkan _

~ga~ setia~ :r~nQ dapa~ m~rg2tahuinya, ~O~er:~-
t2hk~n  p~ngund3nga~ Peratu~~n Da2rah 1iGi den:an
pensm~atannya dalam Lembaran Daerah Kabup?ts~
RE!N~Z.ng

Ditetapkan di R e #1 9 ~ n g

pad a t2nggal. 30 ckktober 2001

84 P A _ R E®M 8" J
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